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  LEMBAR EKSEKUTIF 
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Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) BPKP. Jakarta: Jurusan 
Manajemen, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, September 2019.  
 
Penulisan laporan ini bertujuan untuk memberikan pemaparan tentang kegiatan 
mahasiswa dalam mengaplikasikan teori yang dipelajari di kampus dalam dunia 
kerja yang sebernarnya melalui Praktik Kerja Lapangan di Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan ini. Selain ini juga untuk memenuhi syarat akademik 
dalam mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan S1 Manajemen di 
Universitas Negeri Jakarta. Adapun tugas yang dikerjakan praktikan diantaranya 
Menyeleksi Dokumen Dokumen untuk di gandakan, Membuat Kliping tentang BPKP, 
Menyimpulkan Hasil Rapat Front Office, Menganalisis SOP Penghapusan Barang Milik 
Negara, Merancang Pekerjaan Urgensi Jabatan.  
 
Kata Kunci : Menyeleksi Dokumen , Membuat Kliping , Menyimpulkan Hasil Rapat, 
Menganalisis SOP, Merancang Pekerjaan  
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EXECUTIVE SUMMARY 
   
 
NASHOIKHUL IBAD (8215161925), Practical Work Report in the Subdivision of 
the Administration of State Property of Indonesia’s National Goverment Internal 
Auditor,  Jakarta: Bachelor Degree of Management Faculty of Economics. 
Universitas Negeri Jakarta 2020. 
 
The writing of this report aims to provide an explanation of the activities of students 
in applying theories learned on campus in the real world of work through the 
Practical Working Report at Indonesia’s National Goverment Internal Auditor. 
This addition is also to fulfill academic requirements in obtaining a Bachelor 
Degree of Economics in the Department of Management at Universitas Negeri 
Jakarta. While the tasks carried out Selecting Documents to duplicate, Making 
Clippings about BPKP, Summarizing Meeting Results, Analyzing SOP for the 
Elimination of State Property, Designing Job Urgency. 
 
Keywords: Selecting Documents, Making Clippings, Summarizing Meeting Results, 
Analyzing SOP, Designing Job Urgency 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Prsktik Kerja Lapangan 
 
Berada di era globalisasi dan pasar bebas, di mana ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta informasi berkembang sangat pesat, setiap negara 
dituntut untuk melakukan perbaikan di segala bidang agar dapat bersaing 
dan menjalin hubungan dengan negara lain termasuk bangsa Indonesia. 
Pendidikan merupakan salah satu senjata penting dalam upaya menciptakan 
perbaikan tersebut dan universitas sebagai salah satu unsur di dalam 
pendidikan, di mana pelaksanaan pendidikan dalam universitas ditujukan 
untuk membawa perbaikan bagi negara, memiliki peran cukup besar dalam 
upaya persaingan dan menjalin hubungan dengan negara lain. 
Adapun hal yang dapat dilakukan oleh universitas adalah dengan 
menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidangnya, terampil, mampu 
menyesuaikan, dan mengembangkan diri sesuai tuntutan zaman yang ada. 
Salah satu cara yang dilakukan dalam mempersiapkan para lulusan tersebut 
adalah dengan membuat calon lulusan merasakan secara langsung dunia 
kerja yang sesuai dengan bidang yang ia pelajari selama di bangku 
perkuliahan, yaitu dengan Praktik Kerja Lapangan. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan yang ditujukan 
sebagai salah satu bentuk implementasi pembelajaran secara langsung ke 
dalam dunia kerja dengan memberikan mahasiswa kesempatan untuk 
ditempatkan bekerja di sebuah perusahaan sesuai dengan bidang studinya. 
Dalam kegiatan PKL ini, peserta didik dituntut untuk merasakan 
langsung melakukan aktivitas di dunia kerja nyata sehingga akan tercipta 
lulusan- lulusan yang siap dan terampil. PKL juga merupakan laboratorium 
bagi mahasiswa untuk merasakan pembelajaran dan memperoleh 
pengalaman yang cukup dari tempat pelaksanaan PKL tersebut. Untuk itu, 
mahasiswa dituntut untuk dapat cepat belajar menyesuaikan diri dengan 
lingkungan kerja yang berbeda dari lingkungan kampusnya.  
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Sebagai lembaga pendidikan, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 
khususnya Fakultas Ekonomi berupaya mewujudkannya dengan mencetak 
tenaga ahli yang terampil dan profesional. Fakultas Ekonomi UNJ, sekarang 
ini tidak hanya melatih mahasiswanya untuk menjadi tenaga pendidik yang 
profesional saja, tetapi juga melatih para mahasiswanya untuk berkarir di 
bidang non-kependidikan yang terampil dan juga profesional. Untuk itu, 
Fakultas Ekonomi memilih PKL sebagai program unggulan untuk melatih 
mahasiswanya dalam dunia kerja, yaitu dengan mewajibkan mata kuliah 
Praktik Kerja Lapangan. 
Melalui program PKL juga diharapkan mampu menghasilkan 
kerjasama antara UNJ dengan perusahaan swasta ataupun instansi 
pemerintah yang ada, sehingga ketika hasil kerja dari para praktikan baik, 
maka akan menimbulkan citra positif terhadap UNJ. Berkaitan dengan 
program tersebut praktikan memilih tempat pelaksanaan PKL pada instansi 
pemerintah yaitu bidang akuntansi keuangan. 
Terkadang apa yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan belum 
tentu sama dengan praktiknya. Berdasarkan dari hal tersebut diharapkan 
tempat praktik yang berada dalam bidang akuntansi keuangan ini dapat 
memberikan gambaran dan pengalaman praktikan khususnya prosedur 
dalam kegiatan akuntansi keuangan pada pemerintah. 
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B. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
 
Adapun tujuan dari praktikan dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja 
Lapangan (PKL), sebagai berikut : 
 
Sedangkan tujuan dilakukannya kegiatan praktik kerja lapangan yaitu: 
 
1. Menyeleksi dokumen dokumen yang akan digandakan untuk diarsipkan. 
2. Membuat kliping yang membahas perkembangan pemerintahan di 
indonesia. 
3. Menyimpulkan hasil rapat (Front Office) dalam rangka mengetahui 
perkembangan surat menyurat dan Kearsipan. 
4. Menganalisis bagaimana SOP Penghapusan Barang Milik Negara 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 
5. Merancang Pekerjaan Urgensi Jabatan Penatausahaan Barang Milik 
Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 
 
C.  Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
 
a.  Bagi Mahasiswa 
 
i. Praktikan mampu menyeleksi dokumen dokumen yang akan 
digandakan untuk diarsipkan  
ii. Praktikan mampu membuat kliping yang membahas perkembangan 
pemerintahan di indonesia. 
iii. Praktikan mampu menyimpulkan Setiap hasil rapat dalam rangka 
mengetahui perkembangan surat menyurat dan Kearsipan. 
iv. Praktikan mampu menganalisis bagaimana SOP Penghapusan Barang 
Milik Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 
v. Praktikan mampu merancang pekerjaan Urgensi Jabatan Penatausahaan 
Barang Milik Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
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D.  Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
 
Praktikan melaksanakan PKL di perusahaan yang bergerak dalam bidang 
Pengawasan. Praktikan ditempatkan pada : 
Nama  Instansi : Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan 
      Pembangunan (BPKP) 
Alamat : Jl. Pramuka, No 33. Jakarta 13120 
Telepon : (021) 85910031 
Fax : (021) 85910106 
Web : www.bpkp.go.id 
Bagian Tempat PKL : Biro Umum Subbagian Penatausahaan Barang 
Milik Negara 
 
E.  Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
 
Jadwal waktu PKL dilaksanakan selama 2 bulan dimulai dari 23 Juli 2019 
sampai 20 September 2019. Perincian tahap-tahap PKL, sebagai berikut: 
 
a. Tahap Persiapan 
Praktikan mencari informasi mengenai  beberapa instansi/perusahaan yang 
akan dijadikan tempat PKL. Setelah praktikan mendapatkan informasi 
tersebut, akhirnya praktikan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan 
PKL disebuah instansi pemerintah. 
Untuk dapat melaksanakan PKL pada instansi pemerintah tersebut 
praktikan membutuhkan surat pengantar dari universitas, dimana praktikan 
meminta surat permohonan izin praktek kerja lapangan dari bagian akademik 
Fakultas Ekonomi dan diteruskan ke bagian BAAK.  
 
 
 
 
 
 
 
    5 
 
 
 
Waktu yang dibutuhkan untuk membuat surat pengantar dari 
universitas paling lambat selama tiga hari. Setelah surat di dapatkan surat 
diberikan kepada pihak yang mengurus PKL dan pembagian tempat 
pelaksanaan ditentukan oleh pihak bagian PKL. Seminggu setelah surat 
diberikan kepada instansi, praktikan mendapatkan konfirmasi melalui 
telepon bahwa praktikan telah disetujui untuk melaksanakan PKL mulai 
tanggal 23 Juli 2019 s.d 20 September 2019. 
 
b. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan PKL di BPKP dimulai pada tanggal 23 Juli 
2019 sampai dengan 20 September 2019 yang dilaksanakan setiap hari kerja 
Senin – Kamis, pada pukul 08.00 sampai 16.30 WIB dan Jumat, Pada Pukul 
08.00 sampai 17.00 WIB. Sedangkan waktu istirahat Senin – Kamis dari 
pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB, Sedangkan hari Jumat istirahat 
mulai Pukul 12.00 – 13.30 WIB. 
 
c. Tahap Pelaporan 
Praktikan menyusun laporan PKL yang merupakan salah satu syarat 
kelulusan Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. Praktikan memiliki kewajiban untuk memberikan laporan 
mengenai kegiatan yang dilaksanakan di tempat praktikan melaksanakan 
PKL kepada universitas. Penulisan laporan PKL di mulai pada buan Agustus 
2019 s.d September 2019. Penulisan dimulai dengan mencari data-data yang 
diperlukan untuk menyusun laporan PKL, dimana data-data tersebut diolah 
dan diserahkan sebagai tugas akhir laporan PKL. 
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BAB II TINJUAN UMUM BADAN PENGAWASAN 
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
 
A. Sejarah BPKP 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
 
Gambar II.1 
Logo BPKP 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat 
dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasansejak 
sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober1936 
secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara 
(RegeringAccountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap 
pembukuan dariberbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan 
demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah 
Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas 
mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal 
pada Kementerian Keuangan. 
Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi 8 
Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari 
Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri 
Keuangan. Djawatan Akuntan Negara (DAN) merupakan alat pemerintah yang 
bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua 
departemen, jawatan, daninstansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi 
pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal.  
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Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 
dibentuklah Direktorat Djendral PengawasanKeuangan Negara (DDPKN) 
pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai 
DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, 
yang semula menjadi tugas DAN danThesauri Jenderal. DJPKN mempunyai 
tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, 
anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah.Berdasarkan Keputusan 
Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas 
Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuanganan negara dilakukan 
oleh DJPKN. 
Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 
30Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga 
pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan 
dikeluarkannyaKeputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP 
adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat 
melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan 
hambatan dari unitorganisasi pemerintah yang menjadi obyek Pemeriksaannya.  
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa 
Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan 
proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP 
dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga 
sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan 
obyektif.Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang 
Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
,terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005.  
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Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP  mempunyai tugas melaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan 
yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan 
tidak sepenuhnya audit atau represif.  
Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi 
merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif 
dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian 
keuangan negara. 
Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum of 
Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan 
departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya 
membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai 
good govermance. 
Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan 
reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi 
BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru 
adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam 
Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintah  yang baik 
dan Bersih”. 
Dengan visi ini, BPKP menegaskan akan tugas pokoknya 
padapengembangan fungsi preventif. Hasil pengawasan preventif 
(pencegahan)dijadikan model sistem manajemen dalam rangka kegiatan yang 
bersifat preventif. Apabila setelah hasil pengawasan preventif dianalisis 
terdapat indikasi perlunya audit yang mendalam, dilakukan pengawasan 
represif non justisia. Pengawasan represif non justisia digunakan sebagai dasar 
untuk membangun sistem manajemen pemerintah yang lebih baik untuk 
mencegah potensi penyimpangan (fraud). Tugas perbantuan kepada penyidik 
POLRI, Kejaksaan dan KPK,sebagai amanah untuk menuntaskan penanganan 
TPK guna memberikan efek deterrent represif justisia, sehingga juga sebagai 
fungsi pengawalan atas kerugian keuangan negara untuk dapat 
mengoptimalkan pengembalian keuangan negara. 
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A. Visi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  adalah :  
"Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk 
mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas." 
 
B. Misi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah : 
1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan 
negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas 
KKN. 
2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang 
profesional dan kompeten. 
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal 
bagi presiden/pemerintah. 
 
Nilai – Nilai Badan Pengawasan Keuangan dan  Pembangunan (PIONIR) : 
1.  Profesional  
2.  Integritas  
3.  Orientasi Pengguna 
4.  Nurani dan Akal Sehat 
5.  Independen  
6.  Responsibel. 
 
    Motto “Membangun Good Govermancedan Clean Govermance” 
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B. Struktur Organisasi 
Dalam menjalankan fungsinya, BPKP memiliki susunan organisasi 
sebagaimana terlihat dalam bagan Struktur Organisasi. BPKP di pimpin oleh 
seorang kepala yang di bantu oleh satu Sekretaris Utama dan lima Deputi yang 
membawahi bidangnya masing–masing, yaitu Deputi Pengawasan Instansi 
Pemerintah Bidang Perekonomian, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah 
Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan, Deputi Pengawasan Bidang 
Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Deputi Bidang Akutansi Negara, dan 
Deputi Bidang Investigasi. Selain itu, terdapat empat Pusat yaitu Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, dan Pusat Pembinaan Jabatan 
Fungsional Auditor. BPKP dalam pengawasannya mempunyai Kantor 
Perwakilan di 33 Provinsi Seluruh Indonesia. 
 
Gambar II.2 Struktur Organisasi Biro Umum 
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C. Kegiatan Umum Instansi BPKP  
 Dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu: 
1. Audit, kegitannya mencakup: 
 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
b. Laporan Keuangan dan Kinerja BUMN/D/Badan Usaha Lainnya 
c. Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 
d. Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) 
e. Peningkatan Penerimaan Negara, termasuk Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) 
f. Dana Off Balance Sheet BUMN maupun Yayasan yang terkait 
g. Dana Off Balance Budget pada Departemen/LPND 
h. Audit Tindak Lanjut atas Temuan-Temuan Pemeriksaan 
i. Audit Khusus (Audit Investigasi) untuk mengungkapkan 
adanyaindikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan 
penyimpangan lainsepanjang hal itu membutuhkan keahlian di 
bidangnya 
j. Audit lainnya yang menurut pemerintah bersifat perlu dan urgen 
untuksegera dilakukan 
 
2. Konsultasi, asistensi dan evaluasi, kegiatannya mencakup: 
    Di bidang konsultasi, asistensi dan evaluasi, BPKP berperan 
sebagaikonsultan bagi para stakeholders menuju tata pemerintahan yang 
baik (good governance), yang mencakup: Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (AKIP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Good 
Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara/Badan 
Usaha Milik Daerah. 
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3. Pemberantasan KKN, kegiatannya mencakup: 
Di bidang perbantuan pemberantasan korupsi, BPKP membantu 
pemerintah memerangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan 
membentuk gugus tugas anti korupsi dengan keahlian audit forensik. Dalam 
rangka penegakan hukum dan pemberantasan KKN, BPKP telah mengikat 
kerjasama dengan Kejaksaan Agung dan KepolisianRI yang dituangkan 
dalam bentuk Surat Keputusan Bersama.BPKPjuga mengikat kerjasama 
dengan Komisi Pemberntasan Korupsi.BPKP tergabung dalam 
TimPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) bersama 
dengan Kejaksaan dan Kepolisian (yang telah selesai masa tugasnya). 
 
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawasan, kegiatannya mencakup: 
Di bidang pendidikan dan pelatihan pengawasan, BPKP menjadi 
instansi pembina untuk mengembangkan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) 
di lingkungan instansi pemerintah. Setiap auditor pemerintah harus 
memiliki sertifikat sebagai Pejabat Fungsional Auditor. Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP berperan 
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepada seluruh 
auditor pemerintah. 
Shareholder BPKP adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik 
Indonesia. Presiden selaku kepala pemerintahan memerlukan hasil 
pengawasan BPKP sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan 
kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi 
kewajiban akuntabilitasnya.Hasil pengawasan BPKP pun diperlukan oleh 
para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan 
kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang di 
pimpinnya. 
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D. Pihak-pihak yang merupakan stakeholders BPKP adalah: 
 
1. Lembaga Legislatif (Pusat dan Daerah) 
2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
3. Departemen/LPND/BUMN/BUMD 
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
5. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) 
6. Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan Agung, Kepolisian, 
KomisiPemberantasan Korupsi) 
7. Mahkahmah Konstitusi dan Komisi Yudisial 
8. Pemberi Pinjaman/Hibah (Lenders) 
9. Publik/Masyarakat/LSM 
10. Media Massa 
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BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bagian BIRO UMUM, praktikan 
ditempatkan ditempatkan di Sub Bagian Penatausahaan BMN. Adapun 
pekerjaan yang praktikan lakukan selama 2 bulan di Subbagian Hubungan 
Antar Lembaga adalah sebagai berikut: 
1. Menyeleksi dokumen dokumen yang akan digandakan untuk di 
arsipkan. 
2. Membuat kliping yang membahas perkembangan pemerintahan di 
indonesia. 
3. Menyimpulkan hasil rapat (Front Office) dalam rangka mengetahui 
perkembangan surat menyurat dan Kearsipan. 
4. Menganalisis bagaimana SOP Penghapusan Barang Milik Negara 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.  
5. Merancang Pekerjaan Urgensi Jabatan Penatausahaan Barang 
Milik Negara. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Pada hari pertama pelaksanaan PKL, praktikan terlebih dahulu 
diberikan penjelasan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan dan 
Pengawasan oleh Bapak Aryanto selaku Kepala Subbagian Hubungan 
Penatausahaan Barang Milik Negara, mulai dari Struktur organisasi dan 
masing-masing tata kerjanya yang meliput, BPKP di pimpin oleh seorang 
kepala yang di bantu oleh satu Sekretaris Utama dan lima Deputi yang 
membawahi bidangnya masing-masing, yaitu Deputi Pengawasan Instansi 
Pemerintah Bidang Perekonomian, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah 
Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan, Deputi Pengawasan Bidang 
Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Deputi Bidang Akutansi Negara, dan 
Deputi Bidang Investigasi.  
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Selain itu, terdapat empat Pusat yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat 
Informasi Pengawasan, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor. 
Selama melakukan pelaksanaan PKL di BPKP tugas-tugas yang praktikan 
lakukan, antara lain: 
1. Menyeleksi dokumen dokumen yang akan digandakan untuk  
        diarsipkan. 
Praktikan ditugaskan untuk menggandakan dokumen baik 
menggandakan perbesar, menggandakan perkecil dan menggandakan bolak-
balik. Setiap surat yang di keluarkan oleh Subbagian Peenatausahaan BMN 
maka surat tersebut harus di gandakan sesuai dengan jumlah perserta rapat 
setelah digandakan surat yang dikeluarkan oleh bagian Penatausahaan 
Barang Milik Negara salah satunya disimpan sebagai arsip. Untuk 
menggandakan harus dipastikan kertas sudah terpasang dengan benar dan 
kertas yang digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Jika ada 
dokumen yang ingin di perkecil maka ukurannya harus disesuaikan dengan 
ukuran yang diinginkan dan juga sebaliknya jika dokumen ingin diperbesar 
maka ukuran variabelnya dirubah sesuai dengan yang diperlukan. 
Sebelum praktikan menggandakan dokumen yang pertama harus 
disiapkan dokumen yang akan digandakan atau diperbanyak, praktikan di 
tuntut untuk bisa menggunakan mesin pengganda secara optimal. Setelah 
dokumen siap maka langkah selanjutnya merubah ukuran sesuai yang 
diperlukan, jika praktikan diminta untuk perkecil dokumen makan ukuran 
variabelnya harus sesuai dengan yang diperlukan, misalnya praktikan 
diminta untuk memperkecil dokumen menjadi 60% maka variabel harus 
diubah menjadi 60% sesuai dengan kebutuhan. Kemudian jika ingin 
diperbesar atau dikembalikan normal maka pengaturan variabel harus di 
ubah menjadi 100%. 
Untuk penggandaan dokumen SPJ ada beberapa dokumen yang 
penggandaannya bolak-balik. Jika penggandaan bolak-balik maka data yang 
pertama terlebih dahulu harus di gandakan, kemudian buka tempat 
penyimpanan kertas dan masukan kertas yang sudah di foto copy bagian 
depan, lalu kertas di putar terbalik karna hasil yang diingin kan sesuai 
dengan aslinya. 
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Gambar 2.3 Flow Chart Pekerjaan Menggandakan Dokumen 
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2. Membuat kliping yang membahas perkembangan pemerintahan di  
   indonesia. 
     Praktikan setiap harinya di tugaskan untuk membuat kliping atau 
mencari berita sesuai dengan ketentuan yang ada seperti: pembangunan, 
pengawasan dan juga berita yang berkaitan dengan BPKP. Berita ini dicari 
melalui koran-koran yang sudah di pesan dan tersedia di meja kliping. 
Tujuan membuat klipping ini adalah utuk mengetahui perkembangan yang 
ada di pemerintahan baik menyangkut korupsi sampai pembangunan yang 
sedang dijalankan seluruh indonesia.  
     Kepala Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara memberikan 
pekerjaan tidak online karena nanti nya klipping tersebut di letakkan di rak 
yang sudah tersedia di BPKP. Setiap harinya ada dua sampai 3 berita kliping 
dibuat Koran yang digunakan seperti, Koran Sindo, Merdeka Rakyat, 
Kompas, Warta Kota, Jakarta Post. Setelah mendapatkan berita dari koran-
koran tersebut kemudian di tempel di kertas kliping lalu diisi sesuai hari, 
tanggal, tahun dan asal berita didapat, setelah kliping terkumpul semua 
diberikan kepada staf yang sudah mempunyai jadwal klipling setiap harinya 
untuk diproses penganalisisan.  
     Setiap hari kliping dibuat dan di beri analisis sesuai isi berita, yang 
dianalisis ialah perkembangan berita dari hari ke hari, setelah kliping 
dianalisis maka hasil penganalisisan tadi diserahkan kepada pimpinan untuk 
diperiksa atau ditindak lanjuti. Setelah proses analisis staff yang 
mendapatkan jadwal kliping harus memposting di web BPKP untuk dibaca 
seluruh staf BPKP. 
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Gambar 2.4 Membuat Klipping 
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Gambar 2.5 Flow Chart Pekerjaan Membuat Klipping 
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3. Menyimpulkan hasil rapat (Front Office) dalam rangka mengetahui 
perkembangan surat menyurat dan Kearsipan. 
 
Praktikan diikut sertakan dalam rapat Front Office dalam rangka 
mengetahui perkembangan surat menyurat dan arsip peserta yang mengikuti 
rapat adalah seluruh staff bagian Biro Umum, materi yang disampaikan oleh 
Kepala Subbagian Biro Umum adalah prosedur atau pengelolaan surat 
masuk dan keluar serta cara pegarsipan yang baik sesuai dengan sistem 
kearsipan yang ada seperti: 
i. Sistem Abjad 
penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan abjad dari A 
sampai Z. 
ii. Sistem Subyek 
penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan perihal  atau 
pokok masalah dari surat tersebut. 
iii. Sistem Nomor 
penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan angka dari 
yang terkecil sampai yang terbesar. 
iv. SistemWilayah 
penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan wilayah 
atau tempat si pengirim surat. 
v. Sistem Kronologis 
penyimpanan atau penemuan kembali arsip berdasarkan tanggal, 
bulan atau tahun surat dibuat. 
Prosedur atau pengelolaan surat, kegiatan penangan surat masuk dan 
surat keluar yang meliputi penerimaan, pencatatan, pengarahan, 
pendistribusian, pemrosesan lebih lanjut dan penngiriman surat keluar dan 
yang terakhir penyimpanan. 
Tujuan surat adalah agar surat dapat dengan cepat dan tepat sampai 
kepada pengolah. Surat-surat yang masuk dapat dipilah-pilih menjadi 2 
macam yaitu surat pribadi dan surta dinas. 
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Untuk surat pribadi dapat langsung ditunjukan kepada yang 
bersangkutan sedangkan surat dinas memerlukan pemrosesan dari 
penggandaan sampai ke pengolah. 
Dalam tata kearsipan, berdasarkan sifat atau wujudnya surat dapat dibagi 
menjadi dua majam yaitu: 
vi. Surat terbuka 
Surat yang tidak memperguakan sampul seperti kartu pos (post 
card), surat yang dikirimkan melalui koran atau majalah. 
vii. Surat tertutup 
Surat yang tidak dapat dibaca olek publik atau umum, jadi hanya 
dapat dibacaa oleh penerima surat atau pada suatu organisasi. 
 
Prosedur atau langkah-langkah dari surat masuk adalah: 
1. Penerima 
2. Pencatat 
3. Pengarah 
4. Pengolah 
5. Penata arsip 
Prosedur atau langkah-langkah dari surat keluar adalah: 
1. Pengolah 
2. Pengarah 
3. Pencatat 
4. Pengirim 
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Beberapa format yang diperlukan untuk pegolaan surat masuk atau 
keluar adalah buku agenda tunggal, buku agenda berpasangan, buku agenda 
kembar, kartu kendali, lembar pengantar dan lembar disposisi. 
 
 
  
Gambar 2.6 Gambar Rapat Front Office 
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Gambar 2.7 Flow Chart Rapat Front Office 
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4. Menganalisis baragaimana SOP Penghapusan Barang Milik Negara 
BPKP. 
 
Alasan dilakukan nya penghapusan Barang Milik Negara BPKP ialah supaya 
barang barang seperti (kursi, meja, laptop dll) yang mengalami kerusakan 
berat barangnya tidak dibuang melainkan barang nya bisa di jual dengam 
cara di lelang di kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
KPKNPL.  
Cara mengnalisis penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yaitu dengan 
mengetahui dan memahami semua proses penghapusan Barang Milik 
Negara (BMN) lalu semua proses di analisis untuk dijadikan sebuah 
SOP. 
 
Adapun yang disetuji dalam Penghapusan Barang Milik Negara adalah  
1. Kepala Biro Umum Mengirimkan usul penghapusan BMN kepada 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
2. Staf Biro Umum Mendata, menilai dan meneliti aset BMN yang rusak 
berat untuk dihapuskan. 
3. Kepala Biro Umum Membuat usulan penghapusan BMN dengan 
penjualan Barang Milik Nrgara (BMN) ke Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKN) 
4. Staf Operator SIMAK BMN Memasukan Data Usulan BMN yang rusak 
berat pada Aplikasi SIMAK BMN dan Melaksanakan Penjualan BMN 
secara elektronik (e- auction). 
5. Menerima Risalah Lelang, Membuat Berita Acara Serah Terima Barang 
dengan Pemenang Lelang dan Menyetorkan hasil lelang pada kas Negara 
melalui bank yang ditunjuk 
6. Mengarsipkan Dokumen Penghapusan. 
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Gambar 2.8 Flow Chart Pekerjaan Membuat SOP 
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5. Merancang Pekerjaan Urgensi Jabatan Penatausahaan Barang Milik 
Negara 
Kegunaan Form Urjab BMN yaitu untuk Membagi dan menguraikan tugas 
tugas semua karyawan Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara. 
Format Urgensi jabatan ini dilaksanakan untuk tahun mendatang, 
Kepala Subbagian Penatausahaan membuat Format Urgensi Jabatan  
ditujukan ke semua karyawan Khususnya di Biro Umum bagian 
Penatausahaan Barang milik negara (BMN). Tujuan dibuatnya Form 
Urjab ini ialah supaya karyawan tahu risiko dan kendala yang dihadapi 
ketika melakukan suatu tugas. 
 
Rancangan Urgensi Jabatan Penatausahaan Barang Milik Negara BPKP 
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Gambar 2.9 Flow Chart Pekerjaan Membuat Form Urjensi Jabatan Barang 
Milik Negara 
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C. Kendala Yang Dihadapi 
 
Selama praktikan menjalankan kegiatan PKL, praktikan menyadari 
adanya berapa kendala yang berasal dalam diri praktikan maupun dari 
internal instansi sehingga menghambat kegiatan PKL. 
Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi praktikan selama masa 
PraktikKerja Lapangan di BPKP Pusat; 
a.   Kesulitan saat membuat kliping karena harus teliti memilih berita yang 
ada di koran serta ada beberapa ketentuan untuk memilih berita seperti:  
a. Pengawasan 
b. Pembangunan 
b. Kesulitan Membuat SOP karena minimnya Pengetahuan tentang SOP 
di dalam BPKP ini Khususnya di subbagian Penatausahaan BMN. 
c. Kesulitan membuat Form Urjab BMN karena minimnya ilmu 
pengetahuan tentang Form Urjab di subbagian penatausahaan BMN.  
 
 
D.  Cara Mengatasi Kendala 
 
Sikap praktikan dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul saat 
melaksanakan PKL dengan cara-cara, sebagai berikut: 
a. Surat-surat yang masuk hanya ditaruh di dalam sebuah odner secara 
acak dan tidak menggunakan sistem kearsipan yang baik. Hal ini 
membuat praktikan kesulitan dalam menemukan sebuah surat yang 
sedang dibutuhkan. 
b. Menurut The Liang Gie dalam bukunya 
”Arsip adalah warkat yang disimpan secara teratur, berencana karena 
mempunyai suatu kegunaan dalam rangka pelaksanaan kehidupan 
kebangsaa.1” 
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Selanjutnya Amsyah (2003: 71) menyatakan bahwa 
“Sistem penyimpanan adalah sistem yang dipergunakan pada penyimpanan warkat 
agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dan penemuan warkat yang 
sudah disimpan dapat dengan ditemukan bilamana warkat tersebut sewaktu-waktu 
diperlukan.2” 
   Penataan arsip perlu dilakukan untuk mempermudah penyimpanan dan 
penemuan kembali arsip setiap saat diperlukan dengan cepat dan tepat, 
sehingga perlu dilakukan penentuan metode penyimpanan atau sistem 
penataan arsip. 
Menurut Wursanto (2001: 22) menyatakan bahwa “Sistem penyimpanan adalah 
rangkaian tata cara dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam 
menyimpan warkat-warkat, sehingga bilamana diperlukan lagi warkat-warkat itu 
dapat ditemukan kembali secara cepat”.3 
  Adapun sistem kearsipan terdiri dari 5 macam seperti sistem abjad, sistem 
perihal, sistem nomor, sistem geografis/wilayah, dan sistem tanggal. Dalam 
memperbaiki penyimpanan arsip yang kurang baik, praktikan menggunakan 
sistem kronologis/tanggal yaitu sistem penataan berkas berdasarkan urutan 
tanggal, bulan dan tahun yang mana pada umumnya tanggal dijadikan 
pedoman termasuk diperhatikan dari datangnya surat. Surat yang datang 
paling akhir ditempatkan di depan tanpa melihat masalah atau perihal. 
Kemudian arsip atau file disusun berdasarkan waktu dengan frekuensi 
tertentu, misalnya harian, mingguan, atau   bulanan   bahkan   per   tahun    
berdasarkan    keperluan.    Persiapan penataan arsip berdasarkan tanggal : 
a. Menentukan pembagian tanggal, bulan dan tahun. 
b. Menyiapkan peralatan arsip. 
 
 
 
 
 
 
1
Gie, The Liang 2000. Administrasi Perkantoran. Yokyakarta : Modern Liberty. 
2
Zulkifli Amsyah.2003. Manajemen Sistem Informasi. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka. Utama. 
3
Wursanto.2001.Kearsipan, Yogyakarta : Kanisius. 
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Praktikan berusaha lebih fokus dalam mengerjakan tugas agar lebihteliti 
lagi, dan tugas tidak dikerjakan dua kali serta tidak menghambat pekerjaan 
lainnya sehingga pekerjaan selesai tepat pada waktunya, maka praktikan 
berupaya untuk terus meningkatkan kuantitas kerja. 
Berusaha untuk mengerjakan tugas secara optimal, agar tugas dapat 
terselesaikan sebanding dengan yang diinginkan, praktikan berusaha 
meningkatkan kualitas kerja dengan sangat baik, agar hasilnya sebanding 
dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan, dan praktikan lebih 
meningkatkan ketepatan waktu dalam bekerja, sehingga hasil yang 
diberikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, selain itu praktikan 
juga berusaha untuk selalu fokus dan memahami lebih teliti kepada setiap 
tugas yang di berikan, serta selalu mengecek ulang semua hasil tugas 
sebelum diserahkan, agar tidak ada lagi kesalahan saat mengerjakan suatu 
tugas di dalam pekerjaan. 
Alasan Praktikan memilih sistem subyek dan nomor, Agar istilah 
yang digunakan untuk pengelompokan dokumen dapat dibuat tetap dan 
seragam. Semua arsip yang bersubjek sama akan dapat berkumpul di tempat 
yang sama, dan arsip yang subjeknya saling berkaitan akan diletakkan 
berdekatan.Mengusahakan agar arsip secara mudah, cepat, dan tepat, 
ditentukan kembali dan dikembalikan ke tempat semula. 
c. Kesulitan saat membuat kliping 
Kliping merupakan kegiatan pengguntingan atau pemotongan bagian-
bagian tertentu dari surat kabar, koran atau sumber yang lainyang dianggap 
penting kemudian disusun dalam sistem tertentu dalam suatu bidang atau 
didokumentasikan. 
Kliping dibuat dengan cara yang simpel atau mudah. Karena hanya 
diperlukan gunting, lem, dan surat kabar ataupun majalah sebagai 
referesingnya untuk dipasangkan dan dijadikan sampul. Seiiring 
perkembangan zaman pembuatan kliping pun bisa dengan cara, diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
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Pembuatan kliping dengan menggunting artikel koran ataupun majalah 
untuk diambil suatu berita yang baru, kemudian ditempel mengunakana lem 
di kertas hvs dengan mengumpulkan beberapa berita sebanyak-banyak nya 
mungkin di zaman sekarang hal pembuatan kliping seperti ini 
dianggapketinggalan dan ribet, tetapi sebenarnya inilah pembuatan kliping 
yang sebenarnya. 
Menurut Longman Pitman Office Dictionary (2003:41) ”Kliping adalah sebuah 
tulisan prosa nonfiksi, berbentuk biasa, dan bagian bebas dari sebuah majalah, 
koran, dan lain-lain.”4 
Kliping merupakan kegiatan pengguntingan atau pemotongan bagian-
bagian tertentu dari surat kabar, majalah atau sumber yang lain kemudian 
disusun dalam  sistem  tertentu  dalam  suatu  bidang. Klipingsebagai salah 
satu sumber informasi dan pengetahuan penggunaannya belum semaksimal 
sumber yang lain misalnya buku. Padahal dari kliping juga bisa didapat 
sumber informasi dan pengetahuan yang tidak kalah pentingya bahkan bisa 
didapatkan berita terbaru. 
Sumandiria (2004) 
“Kliping merupakan sebuah tulisan lepas yang berisikan opini atau pendapat 
seseorang yang mengupas tuntas tentang sebuah masalah yang sifatnya aktual & biasanya 
kontroversial dengan tujuan untuk mempengaruhi, memberitahu, meyakinkan & menghibur 
para pembaca.”6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Gie, The Liang 2000. Administrasi Perkantoran. Yokyakarta : Modern Liberty. 
2
Zulkifli Amsyah.2003. Manajemen Sistem Informasi. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka. Utama. 
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Seperti kita ketahuai bersama, kliping ialah buat mengemas kembali 
bacaan dengan tema tertentu, semetara bahan kliping aialah sumber dari berita 
dan artikel. Tetapi sekarang seiring dengan makin maraknya media internet 
dan semakin mudah baut mengaksesnya, maka mungkin sebab kemudahan 
mengakses internet,aktifitas ini tidak populer lagi seperti dulu. 
Kliping pun dapat bergenerasi dengan menjadikannya dalam format 
elektronik atau format digital. Misalnya kita dapat membuat kliping dalam 
format PDF. Sehingga buat membuat kliping tidak perlu lem, gunting, kertas 
dan mencari bahan-bahan-bahan buat diguntung lagi. Sebagai gantinya yang 
diperlukan ialah pelaksanaan penduduk elektronik seperti scanner, komputer, 
dan lain sebagainya. Kliping tidak terbatas pada kreativitas kita dalam 
memotong dan menempel informsi pada selembar kertas, namun kliping 
digital bisa mengasah kreativitas di bidang teknologi informasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4
Longman Pitman Office Dictionary 2003. Kliping. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka. Utama. 
5
Ensiklopedia Pers Indonesia 
 
BAB IV KESIMPULAN 
    33 
 
 
A. Kesimpulan 
 
1. PKL adalah suatu mata kuliah yang memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk mengaplikasikan teori ke dalam praktik di lapangan. 
Selama satu bulan praktikan melaksanakan PKL di Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan pada Subbagian Penatausahaan Barang 
Milik Negara dan Subbagian Hubungan Antar Lembaga. 
2. Dengan adanya kegiatan PKL ini dapat memberikan manfaat kepada 
mahasiswa sehingga wawasan mengenai dunia kerja bertambah, yang 
dapat menjadi bekal dalam mempersiapkan diri sebelum terjun  langsung 
ke dunia kerja  
3. Dengan adanya PKL ini melatih mahasiswa untuk cepat menyesuaian 
diri dalam lingkungan yang baru. 
4. Pada pelaksanaannya, Praktikan menemukan beberapa kendala, 
diantaranya; 
a. Membuat Kliping yang kurang efektif 
b. Penganalisisan SOP yang kurang baik. 
5. Untuk mengatasi kendala praktikan melakukan pembenahan arsip dengan 
memberi usulan kepada pegawai kantor agar menggunakan sistem 
Subyek dan Nomor agar lebih mudah dalam penemuan kembali arsip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Saran 
 
Berdasarkan pengalaman yang diperoleh praktikan selama 
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melaksanakan PKL, maka praktikan memberikan saran yang diharapkan 
dapat berguna dikemudian hari agar pelaksanaan PKL yang jauh lebih 
baik lagi bagi semua pihak. Adapun saran yang diberikan praktikan ialah 
sebagai berikut: 
 
1. Bagi Mahasiswa 
a. Jika memberikan pekerjaan seperti membuat Klipping sebaiknya 
praktikan mengerjakan secara onlne sehingga lebih mudah, cepat, dan 
efisien.  
b. Kurangnya bimbingan ketika penganalisisan SOP Penghapusan 
Barang Milik Negara (BMN) sehingga praktikan mengalami kesulitan 
saat mengerjakan tugas. 
c. Praktikan harus Membiasakan untuk segera menyesuaikan diri pada 
lingkungan kerja yang baru sehingga dapat berinteraksi baik dengan 
lingkungannya agar proses penyelesaian pekerjaan dapat berjalan 
lancar. 
d. Berupaya untuk selalu berprilaku baik dengan selalu mengikuti 
peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi sehingga tercipta citra 
yang baik satu sama lain, baik instansi dengan mahasiswa maupun 
dengan universitas. 
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 
 
Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 2 
 
Surat Penerimaan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 3 
 
Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 4 
 
Daftar Kegiatan Harian Praktik Kerja Lapangan 
 
NO Hari/Tanggal Kegiatan 
1 Selasa,23-7- 
2019 
 Pengarahan mengenai bagian-bagian biro yang 
bersangkutan dengan Biro Penatausahaan BMN 
2 Rabu,24-7- 
2019 
 Membuat SOP Penghapusan BMN 
3 Kamis,25-7- 
2019 
 Membuat SOP Penghapusan BMN 
4 Jumat,26-7- 
2019 
 Revisi 1 SOP Penghapusan BMN 
5 Senin,5-8- 
2019 
 Revisi 2 SOP Penghapusan BMN 
 
6 Selasa,6-8- 
2019 
 Meeting dg Kepala Subbag Penatausahaan BMN 
untuk Membahas SOP 
7 Rabu,7-8- 
2019 
 Membuat Kliping 
 Transleting 
 Distribusi Majalah Warta Pengawasan 
8 Kamis,8-8- 
2019 
 Membuat Kliping 
 Sortir Majalah Warta Pengawasan 
9 Jumat,9-8- 
2019 
 Membuat Kliping 
 Sortir Majalah sesuai provinsi 
10 Senin,12-8- 
2019 
 Membuat Kliping 
 Menggandakan Dokumen 
11 Selasa,13-8- 
2019 
 Membuat Kliping 
 Menggandakan Dokumen 
12 Rabu,14-8- 
2019 
 Membuat Kliping 
 Menggandakan Dokumen 
13 Kamis,15-8- 
2019 
 Membuat Kliping 
 Menggandakan Dokumen 
14 Jumat,16-8- 
2019 
 Mengikuti Rapat Front Office 
15 Senin,19-8-  Membuat Kliping 
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2019  Menggandakan Dokumen 
16 Selasa,20-8- 
2019 
 Membuat Kliping 
 Menggandakan Dokumen 
17 Rabu,21-8- 
2019 
 Membuat Kliping 
 Mneggandakan Dokumen 
18 Kamis,22-8- 
2019 
 Membuat Kliping 
 Menggandakan Dokumen 
19 Jumat,23-8- 
2019 
 Membuat Kliping 
 Mneggandakan Dokumen 
20 Senin,26-8- 
2019 
 Membuat Kliping 
 Menggandakan Dokumen 
21 Selasa,27-8-
2019 
 Membuat Form Urjab BMN 
22 Rabu,28-8-
2019 
 Membuat Form Urjab BMN 
23 Kamis,29-8-
2019 
 Membuat Form Urjab BMN 
24 Jumat,30-8-
2019 
 Revisi 1 Form Urjab BMN 
25 Senin,2-9-
2019 
 Revisi 2 Form Urjab BMN 
26 Selasa,3-9-
2019 
 Meeting dg Kepala Subbag Penatausahaan BMN 
untuk Membahas Form Urjab BMN 
27 Rabu, 4-9-
2019 
 Membuat Kliping 
 Menggandakan Dokumen 
28 Kamis,5-9-
2019 
 Membuat Kliping 
 Sortir Majalah Warta Pengawasan 
29 Jumat,6-9-
2019 
 Membuat Kliping 
 Menggandakan Dokumen 
30 Senin,9-9-
2019 
 Membuat Kliping 
 Menggandakan Dokumen 
31 Selasa,10-9-
2019 
 Membuat Kliping 
 Sortir Majalah Warta Pengawasan 
   32 Rabu,11-9-
2019 
 Membuat Kliping 
 Menggandakan Dokumen 
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33 Kamis,12-9-
2019 
 Membuat Kliping 
 Menggandakan Dokumen 
34 Jumat,13-9-
2019 
 Membuat Kliping 
 Menggandakan Dokumen 
35 Senin,16-9-
2019 
 Membuat Kliping 
 Sortir Majalah Warta Pengawasan 
36 Selasa,17-9-
2019 
 Membuat Kliping 
 Menggandakan Dokumen 
37 Rabu,18-9-
2019 
 Membuat Kliping 
 Transleting 
 Distribusi Majalah Warta Pengawasan 
38 Kamis,19-9-
2019 
 Membuat Kliping 
 Menggandakan Dokumen 
39 Jumat,20-9-
2019 
 Membuat Kliping 
 Sortir Majalah Warta Pengawasan 
40 Senin,23-9-
2019 
 Membuat Kliping 
 Transleting 
 Distribusi Majalah Warta Pengawasan 
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Lampiran 5 
 
Logo Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
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Lampiran 6 
 
Contoh Membuat SOP Penghapusan Barang Milik Negara 
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Lampiran 7 
 
Contoh Kliping 
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Lampiran 8 
 
Contoh Membuat Urgensi Jabatan Barang Milik Negara 
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Lampiran 9 
 
Daftar Nilai Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 10 
 
 
Rapat Front Office 
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Lampiran 11 
 
Sertifikat 
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Lampiran 12 
                                              
JADWAL KEGIATAN PKL 
 
NO BULAN KEGIATAN Mei 
2019 
  Juni 
 2019 
Juli 
2019 
Agust 
2019 
Sept 
2019 
Nov 
2019 
Des 
2019 
Jan 
2020 
1. Pendaftaran PKL         
2. Kontak dengan Instansi/Perusahaan 
Untuk penempatan PKL 
        
3. Surat permohonan PKL ke Instansi/ 
Perusahaan 
        
4. Penjelasan umum tentang PKL kepada 
Semua Program Studi 
        
5. Pembukaan Program PKL dan 
Ceramah 
Etika Kerja PKL 
        
6. Penentuan Supervisor         
7. Pelaksanaan Program PKL         
8. Penulisan Laporan PKL         
9. Penyerahan Laporan PKL         
10. Koreksi Laporan PKL         
11. Penyerahan Koreksi Laporan PKL         
12. Batas akhir penyerahan Laporan PKL         
13. Penutupan Program PKL dan 
Pengumuman Nilai PKL 
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Lampiran 13 
 
Lembar Daftar Revisi 
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Lampiran 14 
Lembar Persetujuan Sidang PKL 
 
